Strategi Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo) by Bachtiar, Moch Agung
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ||  issn cetak :2354-9033 || issn online :2579-9398 ||Vol. 7  No. 1 
Tahun 2020 || http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia                                                                                    103 
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora issn cetak :2354-9033 || issn online :2579-9398 || Vol. 7 No. 1 Tahun 2020 http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia 
Strategi Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Residivis 
Narkotika  (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo)  
Moch Agung Bachtiar 
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Prodi Teknik Pemasyarakatan 
e-mail : agungbachtiar295@gmail.com
ABSTRAK 
Pembinaan kemandirian  narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas 
IIA Sidoarjo memiliki tujuan agar narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya 
kembali sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional serta agar 
narapidana tidak melakukan tindak residivis narkotika. Permasalahan yang diajukan 
adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan kemandirian yang diberikan Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo terhadap narapidana yang melakukan tindak 
kejahatan residivis narkotika.  Metode Penelitian kualitatif deskriptif, yaitu 
mendeskripsikan, menggambarkan, dan menjelaskan secara analisis permasalahan 
yang dikemukakan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer 
yang sumbernya berasal dari narasumber atau responden, dan data sekunder yang 
sumbernya berasal dari perundang-undangan, hasil karya dari kalangan umum dan 
berbagai litelatur yang mendukung penelitian ini. Dalam hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis narkotika pada 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo merupakan suatu program yang 
menyatukan berbagai metode yang meliputi aspek sosial, media, keterampilan dan 
kerohanian, yang bertujuan agar narapidana narkotika residivis menjadi kepribadian 
manusia yang lebih baik lagi bagi keluarga dan lingkungan sekitarnyaKata Kunci : 
layanan, lembaga pemasyarakatan, narapidana. 
Kata Kunci : Narapidana, Pembinaan, Residivis, Narkotika 
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Narkotika adalah salah satu tindak pidana kejahatan yang menjadi focus 
perhatian bagi pemerintah pada saat ini. Kejahatan narkotika bisa di golongkan dari 
bandar, kurir/pengedar dan pecandu yamg di mana semua itu tersusun menjadi 
suatu jaringan yang mendukung peredaran narkotika. Berdasar kan data dari 
direktoran jenderal pemasyarakatan jumlah narapidana narkotika di Indonesia 
merupakan jumlah kasus narapidana terbanyak pada saat ini. Dari 269.775 
narapidana di Indonesia 129.820 diantaranya adalah narapidana dengan kasus 
narkotika dan jika di klasifikasikan kembali 77.849 merupakan bandar dan 51.971 
adalah pecandu hal ini harusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah atau 
instansi terkait. Sebagaimana di sebutkan dipasal 1 ayat 7 undang-undang 
Pemasyarakatan Tindak kejahatan narkotika saat ini tidak dilakukan secara 
sembunyi-sembunyi, tetapi sudah berani dilakukan secara terang-terangan yang 
dilakukan oleh para pecandu dan pengedar saat menjalankan operasi barang 
terlarang itu. Masalah tersebut sudah merupakan masalah setingkat nasional, karena 
masalah tersebut sudah ada dimana-mana. Sepertinya sudah tidak ada lagi di 
wilayah kelurahan atau desa di Negara Republik Indonesia ini yang steril dari 
narkotika. Narkotika disadari atau tidak sudah ada disekitar kita. Barang haram 
tersebut sudah ada di lingkungan tempat tinggal kita. Setiap hari informasi 
penangkapan atau penggerebekkan bandar narkotika dan pemakai oleh aparat 
kepolisian di seluruh wilayah Republik Indonesia ini dilaporkan oleh media massa 
dan media elektronik. Begitu pula penyelundupan narkotika dari luar negeri dapat 
dibongkar oleh aparat bea cukai dan kepolisian. Namun sepertinya masalah  ini 
tidak ada habis-habisnya, para pecandu atau pengguna tidak pernah berkurang 
jumlahnya seperti yang dipaparkan oleh media massa dan media elektronik. 
Perkembangan masalah narkotika dari hari ke hari seakan meningkat dan sepertinya 
semakin sulit diberantas. Salah satu penyebab penumpukan narapidana di lembaga 
pemasyarakatan adalah karena banyaknya pecandu serta pengedar narkotika yang 
semakin tidak bisa dikontrol dan diantisipasi pergerakan, pengedaran dan 
penggunaan narkotika. setiap hari baik melalui media massa maupun elektronik, 
ternyata barang terlarang itu sudah merebak kemana-mana tanpa memandang 
siapapun itu, terutama di antara generasi remaja dan para wanita yang sangat 
diharapkan menjadi penerus bangsa dalam membangun Negara di masa yang akan 
datang. Masyarakat disaat ini sudah banyak merasakan keresahan terutama pada 
keluarga para korban, kini sudah ada dari mereka yang bersedia untuk menceritakan 
keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkotika, 
psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya.(Moh. Taufiq Makarao, Suhasril. H, 2003) 
Banyaknya tindak kejahatan narkotika yang sangat membahayakan bagi seluruh 
warga dinegara ini yang harus di amankan dan diberi pola pembinaan untuk 
mengatasi tindak kejahatan narkotika. Tindak kejahatan narkotika tersebut tidak 
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hanya ditangani oleh Badan Narkotika Negara (BNN) saja melainkan harus ada 
peranan petugas pemasyarakatan yang turut serta membina tindak pidana kejahatan 
narkotika. 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ialah tempat pelaksanaan program 
pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagai salah satu unit 
pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan (UU No 12 Tahun 1995). Lembaga 
pemasyarakatan adalah suatu tempat untuk  Warga Binaan Pemasyarakatan 
melaksanakan kegiatan pembinaan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara 
pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata 
peradilan pidana. Karena mereka telah  melakukan kejahatan atau pelanggaran. Bagi 
bangsa Indonesia pandangan mengenai fungsi pemidanaan tidak hanya aspek 
penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial 
telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum  yang 
dipahami sebagai sistem pemasyarakatan. Namun,ada beberapa kendala terkait 
program pembinaan ini terutama pada lembaga pemasyarakatan itu sendiri 
keterbatasan lahan menjadi faktor utama penghambat dari kegiatan program 
pembinaan ini.  Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang 
sudah   meninggalakan filosofi Retrebutif (pembalasan), Detterence (penjeraan), dan 
Resosialisasi. Program pembinaan kepribadian juga sudah diberikan pada setiap 
narapidana yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti program pembinaan 
kepribadian. Tujuan dari berlangsungnya program kemandirian itu sendiri adalah 
untuk membantu narapidana tidak melakukan kejahatan itu kembali atau di sebut 
juga residivis. Salah satu penyebab residivis atau pengulangan tindak kejahatan 
yang sama, salah satunya karena lahan kerja yang sangat kurang dan kurangnya 
pengalaman kerja yang diterima narapidana di saat mereka menjalani masa pidana 
di Lembaga pemasyarakatan. Sebuah studi kasus yang dilakukan pada lapas klas IIA 
Sidoarjo terdapat 16 narapidana narkotika dan 5 Residivis kasus Narkotika hal ini 
menjadi tugas kita terkait dengan program pembinaan terhadap narapidana itu 
sendiri,hal ini perlu kita lakukan agar narapidana tersebut dapat membenahi diri 
mereka dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. 
 
 
I. Pembahasan  
Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia, maka kalau membahas 
mengenai hukum tidak terlepas membicarakan tentang kehidupan manusia. Hakikat 
dari hukum itu kekuasaan. Hukum itu mengatur, mengusahakan ketertiban dan 
individu yang dibatasi ruang geraknya. Fungsi hukum tidak mungkin berjalan jika 
tidak merupakan kekuasaan. Hukum adalah kekuasaan-kekuasaan yang 
mengusahakan ketertiban, sekalipun hukum itu kekuasaan, mempunyai hak untuk 
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memaksa dan berlaku sebagai sanksi, namun hendaknya di hindarkan, jangan 
sampai menjadi hukum kekuasaan, hukum bagi yang berkuasa. Karena ada 
penguasa yang menyalahgunakan hukum, maka muncullah istilah “Rule of law”. 
Rule of law berarti pengaturan oleh hukum. Jadi yang mengatur adalah hukum, 
hukumlah yang memerintah atau yang berkuasa. Demikian ini berarti supremasi 
hukum(sudikno Mertokusumo, 1999). Perlu diingat kembali bahwa hukum adalah 
perlindungan kepentingan manusia, sehingga tidak boleh diartikan bahwa manusia 
pasif sama sekali dan menjadi budak hukum. Bangsa Indonesia sebagai Negara yang 
berdasarkan hukum, maka segala produk atau kegiatan yang dilakukan oleh 
Pemerintah harus berlandaskan pada hukum. Dalam kaitannya dengan peranan dan 
fungsi lembaga pemasyarakatan dalam penerapan pembinaan bagi narapidana 
narkotika sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Landasan hukum yang 
dipakai adalah :  
1. Pancasila sila ke lima (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab)  
2. UUD 1945 (Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar)  
3. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)  
4. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)  
5. UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan  
6. PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Perkembangan Warga Binaan 
Pemasyarakatan  
7. PP No 57 Tahun 1999 tentang syarat dan tata kerja sama penyelenggaraan 
pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.   
8. Per. Men Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No M.09.PR.07.10 tahun 2007 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM RI  
Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan 
tonggak sejarah baru bagi pemasyarakatan. Dengan Undang-Undang ini maka 
diakhiri segala atribut hukum kolonial yang mengatur mengenai kepenjaraan yang 
dalam kenyataan telah lama ditinggal dan diganti dengan sistem pemasyarakatan. 
Untuk itu selanjutnya berbagi konsepsi dan sistem pemasyarakatan yang selama 30 
tahun lebih dilaksanakan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat “adhoc” 
dengan undang-undang ini diberi landasan hukum yang kuat baik ditinjau dari segi 
formal maupun material penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dalam rangka 
mewujudkan politik kriminal modern, yaitu mempersiapkan warga binaan kembali 
menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, berguna bagi keluarga dan 
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masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai hal-hal tersebut, Undang-Undang No 
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memuat konsepsi sebagai berikut :  
1. Sistem Pemasyarakatan sebagai pengganti Sistem Kepenjaraan.  
2. Petugas Pemasyarakatan sebagai Aparat Penegak Hukum.  
3. Petugas Pemasyarakatan sebagai Pejabat Fungsional.  
4. Pengaturan secara tegas mengenai hal-hal warga binaan pemasyarakatan.  
Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Residivis merupakan salah satu upaya 
yang bersifat Ultimum Remidium (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat 
agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam 
masyarakat ia akan menjadi lebih baik, baik dari segi keagaman, sosial 
budaya,maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di 
tengah-tengah masyarakat bagi bangsa Indonesia pemikiran mengenai fungsi 
pemidanaan tidak sekedar pada aspek  penjeraan belaka, namun juga merupakan 
suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan 
terhadap pelanggar hukum  yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan. Salah satu 
faktor penyebab dari kurang efektifnya program pembinaan dalam lembaga 
pemasyarakatan adalah kurangnya program pembinaan narapidana fasilitas dalam 
lapas tersebut, sebagaimana contoh pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Sidoarjo yang mana program pembinaan kemandirian pada lapas ini tidak berjalan 
efektif karena kurangnya lahan gedung yang mana digunakan melakukan 
pembinaan, banyaknya minat dari narapidana residivis untuk mengikuti kegiatan 
pembinaan kemandirian tetapi tidak terwujud dikarenakan lahan yang tidak cukup 
luas. Sehingga terkadang mereka terlantar karena tidak efektifnya program 
pembinaan dalam lapas itu sendiri. Hal ini menjadi faktor utama dalam pelaksanaan 
program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo itu sendiri 
sehingga menjadi tugas tersendiri bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalakan 
program pembinaan narapidana narkotika residivis. Secara filosofis pemasyarakatan 
adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh meninggalakan filosofi Retrebutif 
(pembalasan), Detterence (Penjeraan), dan Resosialisasi. Pemasyarakatan sejalan 
dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang 
terjadi antar terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk 
memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya 
(reintegrasi). Upaya pembinaan atau bimbingan menjadi inti dari kegiatan sistem 
pemasyarakatan, merupakan sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk 
mendukung pola upaya baru dalam pelaksanaan pidana penjara agar mencapai 
keberhasilan peranan Negara mengeluarkan kembali menjadi anggota masyarakat. 
Jadi menurut pemahaman saya teori yang tepat untuk permasalahan diatas adalah 
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reintegrasi sosial.  Reintegrasi sosial sendiri teori yang membahas tentang 
pengembalian dan pembangunan kembali terkait persatuan, modal sosial, 
kepercayaan, serta juga kohesi sosial yang sedang terjadi konflik dan ketegangan 
dimasyarakat. Untuk proses pengembalian tersebut dibutuhkan wadah untuk 
membantu para narapidana residivis narkotika untuk bisa diterima di masyarakat 
dan bisa dipercaya kembali oleh masyarakat. 
Menurut Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02PK.04.10 
Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan, pembinaan adalah ; 
“Pembinaan  meliputi tahanan, pelayanan tahanan, sistem pembinaan narapidana 
dan bimbingan klien.”  
Pengaturan mengenai standar sarana atau fasilitas lembaga pemasyarakatan, 
diatur pada Pasal 14 dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit 
Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, bahwa: 
(1) Blok Tahanan dibangun dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Tembok bangunan blok pada sisi luar berfungsi sebagai pagar pengaman. 
b. Penataan blok memperhatikan aspek keamanan yang optimal dengan 
pengelompokkan bangunan membentuk huruf “U” dengan areal terbuka pada 
bagian tengahnya. 
c. Areal terbuka tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat makan bersama 
ataupun kegiatan-kegiatan lainnya dalam lingkup satu Blok hunian. 
d. Pada lahan yang tidak memungkinkan untuk pengelompokkan bangunan 
membentuk huruf “U” dapat dilakukan pengelompokan bangunan (cluster) tertutup 
yang dilengkapi dengan pagar pemisah antara blok yang satu dengan blok lainnya. 
e. Semua teralis dan pintu pada blok ini menggunakan besi baja Ø 22 mm.    
f. Lebar tangga dan selasar pada masing-masing blok berukuran minimal 1,5 m 
Kegiatan pembinaan dapat disajikan berupa pembimbingan dan kegiatan 
lainnya Wujud bimbingan dan kegiatan lainnya akan disesuaikan dengan 
kemampuan para pembimbing dan kebutuhan bagi para narapidana. Pembinaan 
dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana 
narkotika.  
1. Bimbingan mental, yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, 
kepribadian dan budi pekerti, dan pendidikan umum yang diarahkan untuk 
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membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa 
lalu. 
2. Bimbingan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian 
akan arti pentingnya hidup bermasyarakat, dan pada masa-masa tertentu 
diberikan kesempatan untuk assimilasi serta integrasi dengan masyarakat luar.  
3. Bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan 
kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal 
hidup untuk mencari nafkah dikemudian hari. 
4. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup dengan 
teratur dan belajar mentaati peraturan. 
5. Bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni 
budaya dan sedapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan 
bermasyarakat yang dalam bentuk tiruan  masyarakat kecil selaras dengan 
lingkungan sosial yang terjadi di luarnya.   
A. Narkotika 
1. Pengertian Umum 
Dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di pasal 
1 ayat 1 menjelaskan akan pengertian dari narkotika. Pengertian dari 
narkotika sendiri seperti onat bahkan zat yang berasal dari buatan zat 
kimia ataupun tanaman, baik semisintesis maupun sintesis. Yang dapat 
mengubah atau menurunkan hilang kesadaran, rasa yang tidak bisa di 
rasakan serta menghilangkan atau mengurangi rasa sakit serta bisa 
membuat kecanduan yang berlebih. 
 
Narkoba sendiri memiliki singkatan yaitu narkotika, psikotropika dan 
bahan adiktif lainnya. Narkoba ialah bahan atau zat, serta obat maupun 
bukan tergolong makanan jika diisap, diminum, dihirup, disuntikkan 
atau ditelan, yang memiliki pengaruh terutama pada kerja otak seperti 
susunan dari syaraf pusat dan sering menyebabkan kecanduan. Yang 
berakibat kerja otak yang berubah seperti meningkat atau menurunnya 
kinerja otak itu sendiri, maupun fungsi vital dari organ tubuh lain 
seperti pernapasan, peredaran darah, jantung, dan lainnya.(Sri Rejeki, 
2014) 
 
Menurut ahli Soerdjono Dirjosisworo di tahun 1986 pengertian dari 
narkotika itu ialah zat atau obat yang bisa membuat pengaruh tertentu 
untuk para pengguna yang memasukkan dalam tubuh. Akibat 
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penggunaan zat terlarang tersebut berpengaruh seperti mati rasa, 
pembiusan, perasaan semangat serta timbulnya khayalan-khayalan atau 
halusinasi. Narkotika memiliki sifat yang didunia medis memiliki tujuan 
serta manfaat untuk berbagai hal kesehatan. Narkotika sendiri memiliki 
3 golongan yakni Golongan 1 ialah golongan yang paling berbahaya 
karena zat adiktif yang sangat tinggi, penggunaannya hanya untuk ilmu 
pengetahuan serta penelitian contoh : opium, ganja, morfin, kokain dan 
heroin. Golongan 2 ialah golongan yang memiliki daya adiktif yang 
cukup kuat namun memiliki manfaat untuk penelitian serta pengobatan. 
Contoh : betametadol, petidin serta benzetidin. Golongan 3 ialah 
golongan yang memiliki daya adiktif yang cukup ringan, namun 
memiliki manfaat sama dengan golongan 2. Contoh : kodein serta 
turunannya.  
a. UUD yg mengatur atau terkait tentang Narkotika 
- Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan 
- Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika 
 
B. Pembinaan Kemandirian  
 
1. Pengertian (bentuk kegiatan) 
Pada Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan 
dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 1 ayat 1 
menyebutkan  
bahwasannya seluruh kegiatan pembinaan di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan yang bertujuan meningkatkan kualitas dari segi agama 
ataupun segi kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas di 
keagamaan, perilaku, kesehatan jasmani serta rohani dengan 
professional. 
Program pembinaan sendiri dibagi menjadi dua yakni program 
pembinaan kepribadian dan program kemandirian. Program pembinaan 
kepribadian adalah program pembinaan yang menitikberatkan pada 
kepribadian para narapidana agar bisa menata kembali kepribadian 
narapidana dengan cara membuat para narapidana mendekatkan diri 
pada sang pecipta agar tidak mengulang kembali tindak pidana yang 
mereka jalani saat ini. Sedangkan pembinaan kemandirian adalah 
program pembinaan yang  menitikberatkan pada kemandirian dibidang 
bengkel kerja untuk mempersiapkan para narapidana setelah bebas agar 
siap untuk membuka lowongan kerja atau bersaing untuk mendapatkan 
pekerjaan. 
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Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo telah melaksanakan 
program pembinaan kemandirian dengan semaksimal mungkin dengan 
cara seperti lebih besar membuka lahan bengkel kerja dan membuka 
berbagai macam pembinaan kemandirian untuk membantu peningkatan 
keahlian atau kecakapan narapidana untuk siap kerja dengan standar 
yang cukup baik.  
a. Tujuan Pembinaan Kemandirian 
Adanya kenaikan atau peningkatan aspek keahlian atau 
kecakapan kinerja dari narapidana.  
a) Contoh. 
Narapidana melakukan pembinaan mandiri dalam bidang 
kewirausahaan seperti pembuatan kerajinan tangan yang 
mana kerajinan tersebut nanti diperjualbelikan sehingga 
hasil penjualannya dapat kembali kepada narapidana 
tersebut  
 
  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo memiliki total narapidana 
narkotika berjumlah 338 narapidana. Untuk jumlah residivs kasus narkotika 
berjumlah 64 narapidana per tanggal 12 Maret 2020. Jumlah narapidana 
residivis narkotika yang mengikuti pembinaan kemandirian tidak maksimal, 
karena banyak syarat yang tidak terpenuhi oleh narapidana-narapidana 
tersebut. Sedangkan narapidana residivis yang mengikuti program pembinaan 
kemandirian hanya 5 narapidana karena memiliki kemampuan lebih dan 
kemahiran yang diatas rata-rata. Adapun narapidana yang tidak bisa 
mengikuti pembinaan kemandirian dikarenakan kurang mahirnya narapidana 
tersebut dan tidak lolos seleksi. Diadakannya proses tambahan berupa 
kemahiran dan seleksi tersebut karena kurangnya lahan kerja di bengkel kerja 
tempat pembinaan kemandirian di Lemabaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Sidoarjo.  
  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo memiliki tugas lebih disaat 
banyak narapidana residivis narkotika tidak mendapatkan pembinaan 
kemandirian. Meskipun mereka telah mengikuti pembinaan kepribadian, itu 
kurang mendukung dari system reintegrasi sosial yang bermaksud 
mengembalikan masyarakat pada masyarakat. Padahal dari 5 narapidana 
residivis yang mengikuti pola pembinaan kemandirian tersebut 
mengungkapkan bahwasannya banyak narapidana residivis yang memiliki 
kasus sama ingin mengikuti kegiatan pola pembinaan kemandirian untuk 
membantu narapidana-narapidana itu tidak mengulangi kejahatan itu kembali. 
Pembinaan kemandirian sangat membantu narapidana-narapidana residivis 
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untuk tidak melakukan tindak pidana kejahatn itu kembali dan berusaha 
membuka lahan kerja sendiri diluar. 
  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo harus membuat jadwal 
tambahan untuk pola pembinaan kemandirian agar banyak narapidana 
residivid bisa mengikuti pola pembinaan tersebut. Metode yang saya pakai 
yakni menggunakan jenis penelitian yang bersifat normatif dan jenis penelitian 
yang bersifat empiris. Jenis penelitian normatif adalah penyelesaian masalah 
dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat 
teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan 
perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang 
berkaitan. Jenis penelitian ini menekankan pada diperolehnya keterangan 
berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sedangkan 
jenis penelitian empiris yatu cara prosedur yang dipergunakan untuk 
memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih 
dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap 
data primer di lapangan.  
 
 
II. Penutup    
A. Kesimpulan 
1. Pola pembinaan kemandirian yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIA Sidoarjo merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan yang 
pelaksanaanya dalam pelayanan pembinaan bersifat rehabilitatif, edukatif, 
korektif dan reintegratif dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga 
pemidanaan bukan hanya sebagai penjeraan tetapi bertujuan untuk 
menyadarkan manusia menjadi warga Negara yang bertanggung jawab dan 
berguna. Secara idealnya mengandung makna bahwa pembinaan 
narapidana narkotika berdasarkan sistem pemasyarakatan dalam arti 
memasyarakatkan narapidana/anak didik narkotika ke dalam masyarakat 
dan mempersiapkan kehidupan setelah narapidana telah selesai menjalani 
masa pidana yang dijalani.  
2. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian 
narapidana narkotika diatasi dengan meningkatkan standar bimbingan 
kerja dengan membuat standar yang sama dengan bentuk kerja diluar 
Lembaga Pemasyarakatan, serta menambah jaringan pihak ketiga agar bisa 
membuat kinerja dari narapidana yang menjalani bimbingan kemandirian 
di bengkel kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo bisa maksimal. 
Dari adanya standar dan banyaknya pihak ketiga yang membantu dari 
bimbingan kemandirian diLembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo bisa 
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membantu membuka peluang kerja untuk narapidana tersebut disaat 
narapidana itu telah selesai menjalankan masa pidananya, serta pembinaan 
kemandirian harus meningkatkan kedisiplinan petugas dalam memberikan 
pembinaan kemandirian yang sesuai dengan aturan berlaku  
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pembinaan kemandirian 
narapidana narkotika diperlukan penanaman moral petugas Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo yang berintegrasi dan memiliki loyalitas 
dalam melaksanakan pembinaan sehingga dapat berjalan dengan baik serta 
pendampingan yang sangat diperlukan oleh narapidana tersebut agar 
menekankan bahwasannya agar narapidana tersebut tidak mengulangi 
kesalahan itu kembali atau kitra sebut dengan residivis. Dari pendampingan 
yang benar narapidana akan mengerti akan bekerja dengan baik dengan 
memiliki standar yang baik akan membuat mereka bisa bekerja layaknya 
orang normal yang tidak pernah memiliki stikma buruk seperti yang 
mereka rasakan.  
 
 
B. Saran  
Adapun yang menjadi saran yang dikemukakan penulis dalam penulisan 
ini sehubungan dengan pembahasan yang telah dikemukakan di atas adalah 
sebagai berikut :  
1. Memperbanyak kerja sama antara Instansi Pemerintah/pihak-pihak di 
luar Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka untuk melakukan 
pembinaan kemandirian terhadap narapidana agar lebih memiliki 
kemampuan lebih.  
2. Mempertahankan pihak-pihak yang telah membantu narapidana dalam 
proses pembinaan kemandirian bukan saja Insidensil melainkan harus 
bersifat tetap atau seterusnya secara terjadwal, agar nantinya narapidana 
mampu menyerap secara optimal setiap ilmu yang di dapat saat pihak 
ketiga membantu kita.  
3. Petugas diharapkan menyediakan ruang atau tempat yang cukup agar 
bisa terlaksana dengan baik kegiatan pembinaan kemandirian, serta untuk 
menampung narapidana dalam menjalani program-program pembinaan 
kemandirian yang diberikan kepada narapidana, agar seluruh narapidana 
mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian yang diadakan oleh petugas 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo.  
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4. Masyarakat diharapkan menghilangkan pandangan buruk terhadap 
narapidana yang telah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan, serta 
mampu  menerima dengan baik dan memperlakuan mantan narapidana 
dengan baik didalam lingkungan agar mantan narapidana merasa 
diterima oleh masyarakat dan mantan narapidana tersebut tidak akan 
mengulangi atau melanggar hukum kembali serta hidup dengan normal 
kembali. 
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